KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Bangun Argumen Gugat RUU Ciptaker

: Rabu, 14 Oktober 2020
: Media Indonesia
01

angun
reumen

ugat RUU
Ciptaker

Hingga kemarin, MK telah menerima
dua gugatan materiel UU Ciptaker

terhadap UUD 1945.
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Indriyani@mediaindonesia.com

I tengah pro-kon-
tra pascapenge-
sahan Rancangan
Undang-Undang
Cipta Kerja (RUU Ciptaker),
para pihak yang belum me-
nyepakati beleid baru itu le-
bih didorong untuk mengaju-
kan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi (MK) daripada
menggelar unjuk rasa.

Dalam konteks itu, Guru
Besar Hukum Tata Negara
dari Universitas Parahyang-
an Prof Asep Warlan Yusuf
mengimbau, apabila ada
pihak yang ingin mengajukan
gugatan terkait hal itu, harus
dipastikan bahwa argumen-
tasi yang dibangun kuat, ter-
utama dalam menguraikan
kerugian konstitusional atas
berlakunya UU tersebut.

Ia menekankan bahwa gu-
gatan ke MK merupakan jalur
resmi yang sesuai konstitusi
dalam menguji sebuah UU
yang dianggap dapat meru-
gikan hak-hak warga negara.
Adapun pengujian UU dapat
melalui uji formil ataupun
materiel.

“Substansinya bergantung
pada pemohon. Apakah seba-
tas pasal-pasal yang merugi-
kan atau keseluruhan sebagai
UU. Kalau keseluruhan UU,
biasanya paling mudah mem-
buktikannya melalui pengu-
jian formil dengan melihat
format UU tersebut sudah
sesuai atau belum terhadap
aturan perundang-undangan
yang ada,” terang Asep ketika
dihubungi, kemarin.

Melalui uji formil, terang
Asep, keseluruhan UU dapat
dibatalkan apabila dibuat
tidak sesuai dengan aturan
perundang-undangan.

Karena itu, ia mengimbau
para pihak yang ingin meng-
ajukan gugatan ke MK tidak
terburu-buru, tetapimenung-
gu hingga UU Cipta Kerja
disahkan dan diundangkan
sehingga dapat menjadi ob-
jek gugatan. “Kalau ditolak,
akan berdampak pada repu-
tasi pemohon. Sejauh mana

mereka serius mengajukan
gugatan,” tukasnya.

Paralel, Wakil Ketua DPR
Azis Syamsuddin menyata-
kan pada akhirnya pro dan
kontra yang terjadi di tengah
masyarakat terkait UU Cipa-
taker dapat ditempuh me-
lalui langkah konstitusional
ke MK.

812 halaman

Hingga kemarin, draf final
RUU Ciptaker belum dise-
rahkan DPR kepada Presiden
Joko Widodo. Dijadwalkan,
draf tersebut baru akan di-
serahkan hari ini.

Menurut Azis Syamsud-
din, kemarin, draf RUU yang
telah final hanya berjumlah
812 halaman, terdiri atas
488 halaman undang-un-
dang resmi dan sisanya
penjelasan.

“Substansinya sama sekali
tidak berubah. Jika ada sub-
stansi yang berubah, semua
ada rekaman, notula, saya
yakin itu. Pada saat penge-
tikan untuk jadi lampiran
harus menggunakan legal
Kkertas secara resmi. Dilaku-
kan perapian legal drafter
jadi 812 halaman, termasuk
penjelasan,” tegas Aziz.

Pada Senin (12/10), Sekjen
DPR Indra Iskandar meng-
ungkapkan proses finalisasi
draf RUU membuat naskah
yang semula berjumlah 905
halaman berubah menjadi
1.035 halaman. Perubahan
jumlah halaman itu, menurut
Indra, tidak mengubah sub-
stansi karena hanya bersifat
redaksional.

Juru Bicara Mahkamah
Konstitusi (MK) Fajar Lak-
sono menyatakan, hingga
kemarin, MK telah mene-
rima dua gugatan materiel
UU Ciptaker terhadap UUD
1945. Kedua gugatan masing-
masing diajukan Dewan Pim-
pinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Singaperbangsa yang
diwakili Deni Sunarya selaku
ketua umum dan Muham-
mad Hafidz selaku sekretaris
umum, serta seorang pekerja
kontrak bernama Dewa Putu
Reza. (Sru/Try/X-6)



